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MOTTO -

™ cus Kejujuran dan keterbukaan Keduanya ( pembeli dan penjual ) akan
melahirkan suatu keberkahan, sebaliknya apabila berdusta dan mempunyai itikad
jelek, mungkin keduanya akan mendapatkan Keuntungan, mungkin juga tidak,

yang jelas tidak ada berkah bagi keduanya.”
{ Terjemahan H.R. Bukhari Juz 3, Hal. 85 )
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RINGKASAN

Bangsa Indonesia dalam era pembangunan ini telah memacu segala bidang kegiatan
usaha dan yang mendapatkan prioritas adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi
yang tepat bagi bangsa Indonesia dan dapat menyentuh masyarakat ekonomi lemah adalah
koperasi, karena usaha-usahanya yang nyata berhasi! meningkatkan kemampuan golongan
ekonomi lemah dan dalam rangka pencapaian tujuan nasional telah dilakukan melalui
pengembangan koperasi, terutama pengembangan Koperasi Unit Desa dan koperasi
primer lainnya.

Peranan Koperasi Unit Desa dalam pemerataan pembangunan adalah cukup besar,
salah satunya dalam penyediaan pangan bagi kebutuhan rakyat, Koperasi Unit Desa
mengadakan kerjasama dengan Dolog sebagai mitra kerjanya Sehubungan dengan
penyediaan pangan tersebut, Koperasi Unit Desa Nusantara di Kecamatan Wuluhan
mengadakan kerjasama dengan Sub Dolog Wilayah XTI Jember.

Untuk mempermudah menggali, mengolah dan merumuskan data schingga
permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cermat digunakan metode ilmiah.
Metode yang dipakai dalam pendekatan masalah adalah secara Yuridis Normatif, yakni
pencarian sumber data diperoleh dari sumber data sekunder yaitu dengan studi dokumen.

Dengan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif, disimpulkan bahwa
dalam perjanjian pengadaan pangan antara pihak Koperasi Unit Desa dan Dolog harus
memenuhi syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk perjanjian
pengadaan pangan antara Koperasi Unit Desa Nusantara dan Sub Dolog Wilayah XI
Jember difuangkan dalam kontrak jual beli beras, yang mana KUD Nusantara sebagai
penjual dan Sub Dolog Wilayah XI Jember sebagai pihak pembeli, dengan menjaga
kestabilan harga beras. Perjanjian kerjasama antara KUD dan Dolog merupakan
kerjasama dalam perekonomian negara dan berhubungan erat dengan mata pencaharian
penduduk yang sebagian besar adalah bertani, sehingga segala sesuatu yang berhubungan
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dengan pertanian adalah sangat penting, mulai dari pembibitan, penanaman, panen dan
akhirnya pemasaran hasil produksi.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas diharapkan pemerintah yang
berkompeten dapat menetapkan harga beras yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan yang
ada, sehingga harga beras di pasaran umum bisa dikendalikan, tidak terlalu tinggi,
sehingga pihak KUD dapat memenuhi prestasinya unfuk menyetorkan beras kepada pihak
Sub Dolog Wilayah XI Jember.
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BAB1
PENDAHULUAN

i. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam era pembangunan ini, telah memacu segala bidang usaha
yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari berbagai bentuk bidang kegiatan
usaha, yang mendapal prioritas adalah bidang ckonomi. Pembangunan ekenomi
diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1943 menyebutkan bahwa " Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan " Penjelasan pasal 33
ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 : ” Produksi dikerjakan semua untuk semua dibawah
pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang
diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, Oleh sebab ifu perekonomian disusun
sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan
itu adalah koperasi.” Namun demikian tidak harus semua bentuk usaha di Indonesia
berbentuk koperasi, dimungkinkan dalam bentuk lain, tetapi tetap memakai dasar atan
azag kekeluargaan Perusahaan swasta pada umumnya mempunyai tjuan pokok yang
hendak dicapai yaitu iaba sebesar-besamya atan rugi sekecil-keciinya dan biasanya
merupakan konsentrasi ( kumpulan ) modal bukan konsentrasi manusia, sedangkan
koperasi terutama koperasi di Indonesia walaupun tidak mengesampingkan hal-hal di
atas, merupakan perwujudan azas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang
ekonomi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang akan selalu mencari laba sebesar-
besarnya, namun mempunyai watak sosial yaitu kerjasama dan tugas bersama ( Petunjuk
Teknis Peningkatan Ketrampilan Anggota Koperasi/KUD, Kantor Wilayah Departemen
Koperasi Propinsi Jawa Timur, 19917 ).

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama, vang bergerak dalam bidang

ekonomi, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung
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secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suati usaha, yang
bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Bidang kegiatan koperasi dapat mencakup pada masyarakat yang masih dibawah
garis kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditingkatkan kesadaran
berkoperasi, serta langkah-langkah pembinaan dan penyuluban untuk pengembangan
koperasi.

Usaha-usaha nyata dalam meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah dan
kesejahteraan rakyat telah dilakukan yaitu melalui koperasi, terutama Koperasi Unit
Desa dan koperasi primer lainnya

KUD merupakan khas koperasi yang aneka usaha ( multi purpose ) sebab KUD
selain melaksanakan berbagai fungsi ekonomi ( mulai dari fungsi produksi,
pengumpulan, pengolahan, distribusi, sampai kredit ). Seperti yang berkembang seperti
sekarang, juga dapat menanggani berbagai komoditi ( seperti padi, karet, kopra, kopi
dan sebagainya ). Sebagai akibatnya, dilibat dari keanggotaan KUD juga mencakup
berbagai kepentingan yang ada di daerah pedesaan, oleh sebab itu, selain multi fungsi,
fungsi komoditi, KUD juga multi keanggotaan dan multi kepentingan anggota yang
meliputi berbagai aspirasi.

Selanjutnya untuk mempelancar usaha koperasi perlu adanya kerjasama dengan
lembaga-lembaga usaha lainnya Hal ini sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan
Negara yang ditetapkan dengan ketetapan MPR No. I/MPR/1993 yang disebutkan
bahwa

“ Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan
swasta sebagai mitra usaha negara dikembangkan secara lebih nyata untuk
mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang
dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha dan
kesetiakawanan, potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha sekala besar,
terus ditingkatkan antara lain melalui perluasan jaringan usaha koperasi,
pemilikan saham, keterkaitan dengan usaha hulu dan usaha hilir baik dalam
usaha negara maupun swasta “ (Sri Edi Swasono,1987;23).

Peran serta koperasi dalam pemerataan pembangunan adalah cukup besar. Salah
satunya adalah dalam penyediaan pangan bagi kebutuhan rakyat. Dalam pengadaan
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pangan, Koperasi Unit Desa mengadakan kerjasama dengan pihak lain dan harus
memenuhi syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pengadaan pangan yang diadakan oleh Koperasi Unit Desa Nusantara adalah
pelaksanaan perjanjian antara Koperasi Unit Desa Nusantara di Kecamatan Wauluhan
dengan Sub Dolog wilayah XI Jember. Sesuai dengan Inpres No 2/1973, Dolog
sebagai pusat tempat pengadaan pangan adalah menjadi rekan kerja Koperasi Unit
Desa

Perjanjian kerjasama yang terjadi antara Koperasi Unit Desa dan Dolog
merupakan kerjasama yang berperan dalam perekonomian negara atan berhubungan erat
dengan mata pencaharian penduduk Indonesia yang sebagian besar petani, sehingga
segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian sangat penting, mulai dari
penbibitan, penanaman, panen dan akhirnya pemasaran hasil produksi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984, pasal 1 menyebutkan :

“KUD merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk oleh warga desa dari
suatu desa atan kelompok desa yang disebut Unit Desa, yang dapat merupakan
satu kesatuan ekonomi masyarakat pedesaan”.

Perjanjian antara Koperasi Unit Desa Nusantara dengan Dolog di Jember adalah
perjanjian jual beli. Dalam perjanjian tersebut yang menjadi pihak pembeli adalah
Depot Logistik / Sub Depot Logistik / Perwakilan Satgas Administrasi yaitu sebagai
pihak kesatu dan Koperasi Unit Desa Nusantara di kecamatan Wuluhan sebagai pihak
kedua, (Ima Suwandi, 1988 ; 312).

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkaji
dalam skripsi dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENGADAAN PANGAN PADA KOPERASI UNIT DESA NUSANTARA DI
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il JEMBER “

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah
diformulasikan sebagai berikut :
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Bagaimana aspek yuridik perjanjian pengadaan pangan antara Koperasi Unit Desa
Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah X1 Jember 7

Apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan pangan 7
Bagaimana upaya penyelesaiannya, apabila terjadi wan prestasi dalam perjanjian

pengadaan pangan 7

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan

karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

{. Bersifat akademis, vyaitu gona memenuhi salah satu syaral mencapai gelar
kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

. Untuk menambah perbedaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas
Jember.

i.3.2 Tujuan Khusus

|. Untuk menganalisis bagaimana aspek yuridik perjanjian pengadaan pangan antara
Koperasi Unit Desa Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember.

2. Untuk menganalisis apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan
pangan.

3. Untuk menganalisis bagaimana upaya penyelesaiannya apabila terjadi wan prestasi
dalam perjanjian pengadaan pangan.

1.4 Metode Penulisan

Suatu penulisan akan memiliki nilai iimiah jika dalam penulizan fersebut

menggunakan metode ilmiah ( Sutrisno Hadi, 1983 : 15)

Penulisan skripsi ini, disamping merupakan hasil penelitian di lapangan dan

konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait, juga merupakan hasil pengamatan
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vang ditunjukkan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan

yang dibahas, kemudian dianalisa sehingga diperoleh inti penulisan skripsi ini.

L4.1 Pendekatan Masalah

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik
yuridis normatif maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-
buku yang berisi konsep-konsep teoritis, perahwan perundang-undangan. Pendekatan ini
dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan

memecahkan permasalahan.

14.2 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu
data diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan berupa literatur, peraturan
perundang-undangan dan sumber-sumber fertulis Jainnya yang berkaitan erat dengan
pokok permasalahan yang dibahas.

1.4.3 Pengumpuian Data

Pengumpulan data dilskukan melalui Studi Dokumen, yaifu teknik pengumpulan
data dengan mengkaji berkas-berkas atau catatan-catatan yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.

{.4.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang
diperoleh, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang terkumpul dipaparkan
dengan jalan menggambarkan sifat dan karakter dari objek, selanjutnya permasalahan
yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan kajian pustaka dan perundang-undangan
vang berlaku.
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI

1.1 Fakta

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya,
bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat adalah koperasi.
Pembangunan koperasi harus dilaksanakan karena merupakan kewajiban konstitusional,
sehingga baik pemerintah manpun swasta dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia
berkewajiban untuk bersama-sama memahami, membina, membangun serta
mengembangkan gerakan koperasi, sebagai tulang punggung perckonomian nasional.

Beberapa fimgsi koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional antara
lain :

1. Koperasi sebagai wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi lemah.

2. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Sebagai wahana sosial-
ekonomi kesokoguruan, koperasi bersifat menyeluruh karena koperasi dapat hidup
didalam bangun usaha swasta geperti PT, CV, dan lain-lain, bangun usaha negara
(perusahaan negara), maupun di dalam instansi-instansi lain khususnya kantor-kantor
pemerintah.

3. Koperasi sebagai wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila
terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan azas kekeluargaan
(Hendrojogi,1985;114).

Pengembangan koperasi oleh pemerintah ditujukan terutama pada Koperasi Unit
Desa dan bentuk koperasi primer lainnya, serta memberi kebijaksanaan-kebijaksanaan
yang diperlukan.

Pengembangan Koperasi Unit Desa menurut pasal I Lampiran Inpres No.4 Tahun
1984 dimaksudkan untuk menumbubkan dan meningkatkan peranan serta langgung jawab
masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata sehingga mampu
memetik dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya

Dikeluarkannya Inpres No.4 Tahun 1984 menuntut pemerintah untuk berperan

dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik bagi Koperasi Unit Desa, antara lain
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dengan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya kepada KUD dalam mengolah
potensi yang dimiliki oleh daerah kerja KUD yang bersangkutan. oleh gebab itu, KUD
diarahkan pengembangannya sebagai koperasi yang aneka usaha Untuk mendukung
pembukaan kesempatan usaha tersebut, pemerintah mencoba memberikan kepastian
harga vang dikenal sebagai kebijakan harga dasar dan jaminan pasar terhadap komoditi
fertentu yang merupakan potensi terbesar dari satu daerah, ada pangan, tanaman

periebunan, tanaman rakyat (Anonim,1987,321).
Tingkat hidup pada dasarnya tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang

meliput unsur pangan, sandang, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Beras
merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia dimana saat ini komoditi
beras merupakan bahan pangan utama, yaitu lebih dari 50% konsumsi kalor1 berasal
dari beras, sehingga tingkat konsumsi pangan akan menentukan status gizi masyarakat,
metnpengaruhi kesehatan, kecerdasan, kesejahteraan sosial dan pada akhirnya akan
menentukan ketahanan nasional. Maka dari itu pemerintah melalui KUD yang bertugas
sebagai pelaksana pengadaan pangan dalam negeri mempunyai {ugas pokok
melaksanakan pengendalian harga beras dan bahan pokok lainnya, yang kerjasama
dengan mitra kerjanya yaitu Dolog guna menjaga kestabilan harga pangan khususnya
beras, sesuai dengan Inpres No.2/1973 tentang pengadaan pangan stok Nasional
(Harsoyono Subyakto, Bambang Tricahyono,1983,58).

Koperasi Unit Desa Nusantara yang terletak di Jalan Raya Sultan Agung No.130,
Kecamatan Wuluhan berdiri pada tabun 1981 dengan statis Badan Hukum No.
4726/BH/I/1981, menjalankan kegiatan ussha dalam berbagai bidang untuk
pengembangannya, salah satunya kegiatan usaha pengadaan pangan terutama beras vang
bekerja sama dengan pihak Sub Dolog Wilayah XTI Jember. Penduduk Kecamatan
Wauluhan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sehingga bidang kegiatan
pengadaan pangan beras tersebut adalah sangat penting untuk dapat menjaga
kesejahteraan para petani karena segala kegiatan yang berhubungan dengan pertanian
adalah sangat penting, mulai dari pembibitan, penanaman, panen, dan akhirmya
pemasaran hasil produksi, maka KUD dan Dolog cukup memegang peranan penting.
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Kerjasama KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember berbentuk
perjanjian jual beli beras yang dituangkan dalam bentuk kontrak jual beli beras dengan
nomor P.J.B 046/03/97/01/KBI Perjanjian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10
Maret 1997. Sub Dolog Wilayah XI Jember dalam hal ini diwakili oleh Ir. Surindro
jabatan kepala yang selanjutnya disebut pihak kesatu atau pihak pembeli beras
berdasarkan No.177/KEP/1/1997. Sedangkan KUD Nusantara diwakili oleh Drs.
Basuki jabatan Manajer, selanjutnya disebut pihak kedua atau pihak penjual.

Kedua belah pihak telah menyatakan sepakat dan menyetujui untuk mengadakan
jual beli beras dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. jumlah beras 300,00 ton netto hasil panen tahun 1997,

2. beras kualitas Jatim Baik Medium;

3. waktu penyerahan beras dari pihak kedua pada pihak pertama dilakukan sekaligus
atau bertahap selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 1997,

4. harga beras seluruhnya adalah Rp. 256.800.000,00,

5. pembayaran harga beras dilakukan oleh pihak satu kepada pihak kedua setelah pihak
kesatu menerima sertifikat survey dari Surveyor/petugas pemeriksa dan Rekap
Penerimaan/Pemasukan Barang (GDIM) dari Kepala Gudang yang ditunjuk;

6. sebagai jaminan atas penyerahan karung goni besar baru dan tali goni besar baru,
dengan Bank Garansi senilai 100% (seratus persen) dari nilai/harga karung goni
besar dan tali goni baru yang akan diserahkan oleh pihak kesatu pada pihak kedua;

7. apabila dalam pelaksanaan perjanjian imi timbul perselisian, kedua belah pihak
menyelesaikan dengan cara musyawarah, apabila dengan cara musyawarsh tidak
tercapai penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui
Pengadilan Negeri setempat dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan
Negerti.

Pelaksanaan perjanjian pengadaan pangan tersebut, melalui suatu proses dan
harus memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak
KUD Nusantara dan Sub Dolog Wilayah XI Jember. Dalam pelaksanaan perjanjian
pengadaan pangan tersebut juga mengalami peristiwa wan prestasi, dimana pihak KUD
Nusantara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan beras pada pihak Sub
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Dolog Wilayah XI Jember, tidak sepenuhnya beras tersebut diterima oleh Sub Dolog
X1 Jember karena belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
perjanjian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember,
sehingga pihak Sub Dolog sebagai pembeli belum bisa sepenuhnya melaksanakan
kewajibannya untuk membayar beras yang dibelinya. Bentuk kerjasama antara KUD
Nusantara dan Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah mitra usaha yang saling
menguntungkan. Sebagai kebijakan yang diambil oleh KUD untuk menjaga agar tidak
terjadi kerugian maka beras yang ditolak oleh Sub Dolog dijual ke pasar umum dan
akan memenuhi kembali kewajibannya untuk menyetorkan beras sesuar dengan yang
tercantum dalam kontrak. Sedungkan pihak Sub Dolog sendiri akan memenuhi kembali
kewajibannya untuk membayar beras yang dibelinya, setelah beras yang disetor pihak

KUD Nusantara telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukuin yang digunakan adalah :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya :
(a) pasal 105
(b) pasal 330
(c) pasal 1267

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal
itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuli persetujuan,
afaukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai pengantian biaya, kerugian
dan bunga.
(d) pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu,

4. suatu sebab yang halal.

{e) pasal 1321
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Suatu kesepakatan dikatakan semu atan tidak murni bila kesepakatan itu diberikan
karena kekhilafan, paksaan dan penipuan.
() pasal 1330
(g) pasal 1332

Hanya barang-barang vang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-
perjanjian.

{h) pasal 1333

Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling
sedikit ditentukan jenisnya.

Tidakiah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah ifu
terkemudian dapat ditentukan atan dihitung.

(1) pasal 1334
{i) pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagal undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk 1tu.

Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

(k) pasal 1457

Jual beli adalah snatn persetujuan, dengan mana pihak yang sam mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan guatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah diperjanjikan.

(1) pasal 1465

Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Harga beli namun itu dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pthak ketiga.

Jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut,
maka tidaklah terjadi suatu pembelian.

(m) pasal 1466
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Biaya akta-akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh si pembeli,
jika tidak telah diperjanjikan sebaltknya.
{n) pasal 1475
(o) pasal 1477

Penyerahan harus terjadi ditempat dimana barang yang terjual berada pada wakiu
penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain.
2. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

kb

. Inpres No.2 Tahun 1973 tentang Pengadaan Pangan Stock Nasional.
4. Inpres No.2 Tahun 1978 yang dimantapkan lagi oleh Inpres No4 Tahun 1984
tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian koperasi dan Koperasi Unit Desa

Perkataan Koperasi terdiri dari dua patah kata yakni ko yang berarti bersama dan
operasi berarti bekerja, jadi kopernsi adalah bentuk kerjasama .

Pengertian koperasi menurut pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah
badan usaha yang beranggotakan orang seorang atan badan hukum koperasi dengan
berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
eiconomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan .

Pengertian koperasi di atas , mengandung ciri-ciri koperast yaitu
a. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal.

Orang-orang yang kesemuanya menjadi anggota koperasi ity secara bersama-sama
bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-
kepentingan ekonomi mereka dan masyarakal.

b. Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan- kepentingan
ckonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan hidup.

¢. Koperasi Indonesia merupakan wadah demokrasi dan sosial, karena para

anggotanyan selalu bekerja sama, bergotong-royong, berdasarkan persamaan hak,
kewajiban.
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d. Dalam koperasi Indonesia, kesadaran para anggotanya untuk melaksanakan kegiatan,
musyawarah dan mufakat adalah hal yang penting (I Gusti Gde Raka,1983;1).
Landasan dan azas koperasi dalam pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahm 1992,
disebutkan antara lain:
a Landasan Idiil

Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila yang menjad: falsafah negara
dan bangsa Indonesia
b. Landasan Stukturil

Landasan Strukturil koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan
azasnya adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yakni azas
kekeluargaan yang mencerminkan kesadaran dari hati nurani manusia untuk
mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semma, di bawah
pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan
kebenaran serta berani berkorban bagi kepentingan bersama.

Fungsi dan peran koperasi adalah

4. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
klmsusnya dan masyarakal pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosialnya.

b. Memperkokoh perckonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gununya.

¢. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan uszha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.

Prinsip koperasi Indonesia adalah :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi
anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, dapat mengundurtkan diri
dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar
Koperasi. Sifat terbuka berarti dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atan
diskriminasi dalam bentuk apapun.
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b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, berarti pengelolaan koperasi atas
kehendak dan keputusan para anggota, para anggota yang memegang dan
mejaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

¢. Pembagian sisa hasil uszha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa
masing-masing anggota (Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, S. Bambang, A.
Setiady, 1987;23)

Pengertian Koperasi Unit Desa
KUD adalah koperasi yang:

a. Anggota-anggota terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-
kepentingan yang saftu sama lain ada hubungan secara langsung,

b. Menjalankan aneka usaha dalam lingkungan (multi purpose) sesuai dengan keperinan
masyarakat dan lingkungannya, seperti: penggarapan tanah, pemberian alat-alat
pertanian, pembelian pupuk, pengangkutan- perhubungan, kebutuhan sehari-hari
{konsumsi), simpan pinjam, penjualan bersama, kerajinan dan lain-lain.

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki
dan melaksanakan fungsi :

1. 9 bahan pokok dan jasa-jasa lamnnya.

2. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota KUD dan

warga desa Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal
investasi, modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.

L

Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi zeperti sarana sebelum dan
sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri/kerajinan, penyediaan dan
penyaluran keperinan sehari-hari khususnya umumnya .

Kegiatan perekonomian lainnya : seperti perdagangan, pengangkutan  dan
sebagainya melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan dan
menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

Usaha untuk memperkokoh dan mengembangkan KUD, sehingga KUD menjadi
wadah utama kegiatan perekonomian rakyat, perlu dibentuk badan pengendali.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

pengembangan yang mengikutsertakan instansi pemerintah, bank, lembaga pemerintah
dan non pemerintah.
KUD benar-benar menjadi organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka

sendiri dengan perlengkapan organisasi antara lain :

a Rapat Anggota - kekuasaan tertinggi.

b. Pengurus - menyatakan keputusan Rapat Anggota.

¢. Radan Pemeriksa - mengawasi kegiatan koperasi.

d. Manajer dan karyawan yang berfungsi penuh melaksanakan tugas sehari-hari,
Pembinaan dan pengembangsn KUD dilaksanakan dalam rangka pemastapan dan

peningkatan peranan seria tanggung jawab masyarakat pedesaan, sehingga mampu

mengurusi diri sendiri dan dapat berperan serta secara nyatd dalam pembangunan

nasional dan pembangunan pedesaan serta mampu memetik dan menikmati hasil

pembangunan atas dasar swadaya dan gotong - royong dalam rangka melaksanakan

demokrasi ekonomi sosial. (Arifinal Chaniago,1984;84).

2.3.2 Perjanjian Menurut KUH Perdata
2.3.2.1 Pengertian dan Sahnya Perjanjian

Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk
mel{aksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ity menerbitkan suatu perikatan antara
dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian
perkataan yang diucapkan atau ditulis . Dengan demikian, hubungan antara perikatan
dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan (Subekti, 1987;1).

Perjanjian menganut sistem terbuka artinya memiberikan kebebasan yang seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan per) anjian yang berisi dan bermacam apa
saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka mengandung suaty azas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian 1ty tidak dapat ditarik kembali selain
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dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang
dinyatakan cukup, untuk itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik"

Berlandaskan pada pasal tersebut, maka kita diperbolehkan untuk membuat
perjanjian yang berupa dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan dan perjanjian ity mengikat mereka yang membuatnya seperti
suaty undang-undang, atau dengan perkataan lain dalam soal perjanjian, kita
diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dan Hukum
Perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam
perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikat baik.

Misalnya, barang yang diperjualbelikan, menurut hukum perjanjian harus
diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada sewaktu perjanjian jual-beli
ditutup. Tetapi para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus
diserahkan di kapal. di gndang, di antar ke rumah si pembeli dan lain-iain, dengan
pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh g1 penjual.

Beberapa azas dalam perjanjian antara lain:

1. Azas Konsensualisme

Yang berarti bahwa perjanjian itu adalah sah apabila tercapai sepakat mengenal
hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Perjanjian-perjanjian
ity pada umumnya adalah ” konsensuil ". Ada juga kalanya Undang-Undang
menstapkan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian, diharuskan perjanjian itu dibuat
tertulis atau dengan aturan notaris (perjanjian penghibahan, barang tetap), tetapi hal
itu merupakan pengecualian. Yang lazim adalah bahwa perjanjian ity sudah syah
dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang
pokok, seperti perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan lain-lain,
Azas Pacta Sunt Servanda

Azas pacta sunt servanda adaleh suatu azas yang terdapat dalam hukum perjanjian
yang berarti bahwa suatu azas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu
perjanjian. Azas ini dapat kita lihat dalam KUH Perdata dan dapat disimpulkan dari

2
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pasal 1338 ayat{I) yang berbunyi dan menyatakan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sali mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga apabila
salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ada yang tidak melaksanakan isi dari
perjanjian yang mereka buat, maka dapat mempunyai akibat hukum yaitu pihak yang
dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Mengikatnya perjanjian yang
dibuat secara syah oleh para pihak sebagai Undang-Undang dapat diartikan pula
sebagai lapangan bagi siapa saja, selain hakim unfuk dapat mencampuri isi
perjanjian, hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kepastian hukum, sehingga hakim
diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, supaya tidak
bertentangan dengan rasa kecadilan, igi perjanjian tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan ( Subekt1,1992 ; 288).

3. Agzas Ttikat Baik.
Azas itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata intinya menyatakan bahwa
dalam pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-

norma kepatutan dan kesusilaan.

Syarat sahnya perjanjian

Beberapa svarat syalinya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata

antara lain :

i. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai
orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang
terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atan obyek dari
pembuatan hukum yang dilakukan itu
ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata "sepakat” afau juga dinamakan perizinan” dimaksudkan bahwa kedua

subyek, yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atan seia sekata,
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mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Mereka
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik. Ada kemungkinan bahwa
pernyataan sesecrang ifu tidak mendukung kehendaknya. Hal-hal yang
menyebabkan tersebut, mungkin yang bersangkutan ada kekeliruan dan
sebagainya, untuk itu ada beberapa teori yang digunakan untuk menentnkan telah
terjadinya "kata sepakat”, antara lain :
1. Teori kehendak { Wilstheorie )
Menurut teori ini, jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda
dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan
tersebut.
2. Teori pernyataan { Verklaringstheorie )
Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat
berpegang kepada apa yang dinyatakan . Misalnya, jika A menawarkan
sesuafu barang kepada B dan diterimanya, maka antara A dan B telah terjadi
perjanjian persetujuan tanpa menghiraukan, apakah yang dinyatakan A dan B
itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing.
3. Teori kepercayaan ( VetrouWenstheorie )
Teori ini juga dianut oleh yurisprudensi, dimana menurut teor: mi kata
sepakat terjadi, jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya
Suatu kesepakatan dikatakan semu atan tidak murni bila kesepakatan itu
diberikan karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan (Pasal 1321 KUH
Perdata) dan kesepakatan semu bukanlah perjanjian yang sah.
ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Orang vang membuat suatu perjanjian harus cakap menuwrut hukunm. Pada dasamya
setiap orang yang dewasa atau akil baliq dan sehat pikiranuya adalah cakap
menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan sebagai orang-orang
yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain :
1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
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3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang
membuat perjanjian tertentu.

Menurut pasal 330 KUH Perdata, orang-orang yang belum dewasa adalah
mereka yang betum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dolo kawin. Lain
halnya dengan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 47, usia
kedewasaan difetapkan 18 tahun atan belum pemnah melangsungkan
perkawinan. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum
tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, ia di bawah
pengawasan dan diwakili oleh pengampuw/kuratornya. Mengenai istri menurut
pasal 105 ayat 2 KUH Perdata harus mendapat bantuan dari suaminya, untuk
melakukan suatu perbuatan hukum. Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa
orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan “terikat” oleh
perjanjian ity, mempunyal cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar
akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu.

Ad3. Suatu hal tertentu

Pada pasal 1320 KUH Perdata telah ditentukan bahwa syarat ketiga untuk

syahnya suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu atau obyek tertentu. Syarat

ini diperfukan untuk dapat menetapkan kewajiban debitur jika ada perselisihan.

Syarat tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 1333 KUH Perdata yaitu bahwa

dalam snam perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang, paling

sedikit ditentukan. jenisnya. Kemudian dalam ayat 2 pasal 1333 KUH Perdata
tersebut menetapkan bahwa tidaklah menjadi halangan sejumlah barang yang
tidak tentu, asal saja jumlah ity dikemudian hari dapat ditentukan atau dilntung

(Jo, pasal 1334 ayat 1). Tetapi sebaliknya ada juga benda yang belum ada,

dilarang oleh Undang-Undang, seperti yang diatur dalam pasal 1334 ayat 2 KUH

Perdata, yang melarang untuk melepaskan suafu warisan yang pewarisnya belum

meninggal dunia atan mengadakan perjanjian mengenainya, sekalipun ada ijin

dari orang vang nantinya akan meninggalkan warisan tersebut.
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ad.4. Suatu sebab yang halal
Syarat keempat suatu perjanjian yang syah adalah adanya suatu “sebab yang
halal”. Dengan “sebab” (bahasa Belanda “Oorzaak”, bahasa latin “Causa”)
dimaksudkan tiada lain daripada isi dan tujuan prestasi yang melahirkan
perjanjian harus cansa yang syah atan tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak
bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum (R. Setiawan,1977,63).

1.3.2.2 Wan prestasi dalam Perjanjian
Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, “Wan prestatie” artinya
tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang
timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang,
Wan prestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat
macam :
a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. melaksankan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat,
d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
Akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :
membayar kerugian yang diderita oleh kreditur;
pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian,
peralihan resiko;
membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

AW

Wan prestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka
harus ditetapkan lebih dahulu, apakah si berhutang melakukan kelalaian, dan kalau hal
it dicangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal
itu masih dapat dilakukan, maka memaksa pihak lainnya untuk memenuhi
perjanjian, atankah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai
penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
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Menurut pasal 1267 tersebut, pihak kreditur dapat memilih antara tuntutan-
funfutan sebagai berikut
1) pemenuhan perjanjian;
2) pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi,
3) ganti rugi saja;
4) pembatalan perjanjian;
5) pembatalan disertai ganti rugi.

1.3.2.3 Perjanjian Pengadaan Pangan.

Berbicara masalah pangan tidak akan lepas dari ingatan kita tentang kebutuhan
yang diperlukan setiap hari. Setiap orang membutuhkan pangan untuk kelangsungan
hidupnya. Untuk mendapatkan pangan sebenarnya melibatkan pihak-pihak. Dari pihak-
pihak itu terjadi suatu proses pengadaan masalah pangan dan perputarannya, sehingga
pangan yang diperiukan masyarakat dapat tersedia.

Pengadaan pangan adalah perjanjian jual-beli tentang pangan, yaitu beras. Jadi
perjanjian pengadaan pangan adalah perjanjian yang diadakan dalam rangka jual-beli
beras. Perjanjian jual-beli beras disini melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pihak KUD
Nusantara dan pihak Sub Dolog Wilayah XTI Jember.

Ikatan kerjasama antara kontraktor/KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI
Jember untuk mencukupi stok Nuasional beras sesuai dengan program pemerintah
menurut daerah kerja masing-masing,

Pasal 1457 KUH Perdata disebutkan pengertian Jual-Beli adalah suam
persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dari hal
tersebut dapat kita ketahui bahwa di dalam suatu jual-beli, ada yang disebut pihak
penjual dan pihak pembeli.

Perjanjian pengadaan pangan yang terjadi antara KUD Nusantara dan Sub Dolog
Wilayah XI Jember adalah perjanjian jual beli beras, yang mana sebagai pihak penjual
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adalah KUD Nusantara dan Dolog Jember sebagai pihak pembeli. Masing-masing

pihak yang mengadakan perjanjian berkewajiban menjalankan tugasnya, baik selaku

penjual maupun sebagai pihak yang membeli.

‘wd

Unsur-unsur pokok perjanjian jual-beli, antara lain adalah :
Subyek perjanjian adalah kreditur dan debitur
Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan
prestasi. Kreditur dari perjanjian pengadaan pangan tersebut adalah pihak Sub
Dolog Wilayah XI Jember, sedangkan pihak debiturnya adalah KUD Nusantara.
Obyek perjanjian adalah barang
Suatu barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, atau
setidak-tidaknya dapat ditentukan jenis dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak
miliknya pada pihak pembeli. Barang yang menjad obyek jual-beli tersebut telah
ditentukan dalam kontrak yaitu beras, yang ketentuan-ketentuannya antara lain
meliputi :
- Jenis barangnya
- Jumlahnya
- Fualitasnya
Pelaksanaan prestasi
Prestasi yang harus dilaksanakan debitur harus benar-benar sesuafu yang “mungkin’”
dapat dilaksanakan. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian jual-beli telah terjadi,
apabila pihak debitur telah menyerahkan barang sesuai perjanjian dan pihak kreditur
telah membayar harga barang vang dibelinya. (M. Yahya Harahap,1 986:9).

Tujuan Pengadaan Pangan :

L.

LS |

Menjaga harga dasar, agar petani memperoleh harga wajar dan pendapatan
meningkat, sehingga kesejahteraannya lebih baik.

Untuk penyediaan, atau Stock Nasional bagi golongan anggaran (pegawai Negerl
dan ABRI) agar mereka tidak usah ke pasar.

. Menyesvaikan dan memberikan harga yang dianggap layak unfuk petani bagi

pendapatannya.
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4. Memberi suatu jaminan pemasaran hasil pertanian bagi para petani produsen.

5. Membuat agar para petani lebih bisa untuk meningkatkan hasil produksinya dimasa-
masa mendatang,

Fungsi Pengadaan Pangan

1. Menampung hasil produksi daerah kerja dan masing-masing wilayah yang

!-\J

menghasilkan padi.
Jika sewaktu-waktu harga beras dibawah harga dasar KUD/Dolog diwajibkan dapat
membeli dari produksi daerah kerjanya

. Agar dapat menentukan harga beras dalam setiap masa tanam (MT) oleh pemerintah.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Aspek Yuridik Perjanjian Pengadaan Pangan

Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan pengertian jual-beli yaitu suatu
persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan,

Perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah
X1 Jember adalah perjanjian jual-beli beras yang mana sebagai pihak penjual adalah
KUD Nusantara dan Dolog Jember sebagai pihak pembeli, masing-masing pihak telah
menjalankan tugasnya, baik selaku penjual maupun sebagai pihak yang membeli.

Barang yang memjadi obyek jual-beli telah ditentukan dalam kontrak adalah
beras. Adapun ketentuan-ketentuannya meliputi :
1. Jumlah Barang

Jumlah barang yang ditentukan dalam perjanjian pengadaan pangan antara KUD
Nusantara dengan pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah 300.00 ton netto
1. Jenis Barang

Perjanjian pengadaan pangan tersebut telah ditentukan jenis barang yang menjadi
obyek perjanjian. Jika dibubungkan dengan pasal 1333 KUH Perdata, maka obyek
perjanjian pengadaan pangan tersebut adalah berwujud beras kualitas “Jatim Baik
Medium”.
3. Kualitas Pangan

Obyek perjanjian pengadaan yang berupa perjanjian jual beli beras, tentu saja
harus memenuhi kualitas tertentu, adapun yang menjadi kualitas pangan adalah sebagai
berikut :

1. Kadar air 14%

2. Derajat Sosoh 95%

3. Butir Utuh = 35%

It
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4. Butir patah = 25%
5. Butir hyjav/kapur = 3%

6. Butir merah = 0,05%
7. Butir gabah = 2%

8. Menir =

Selain syarat-syarat kualitas pangan tersebut diatas masih terdapat syarat-syarat

kualitas pungan yang lain yaitu :

9. Pangan sudah terbebas dari hama penyakit, tidak berbau apek, asam, busuk,

bersih dari dedak/katul.
10. Pangan sudah terbebas dari bahan kimia yang membahayakan.

Keseluruhan kualitas-kualitas pangan tersebut dapat dibedakan menjadi dua
golongan yaitu sebagai suatu syaral kuantitatif untuk nomor 1 sampai 8 dan syarat
kualitatif untuk nomor 9 sampai 10. Sebagai konsekuensi dari syarat-syarat tersebut
apabila KUD Nusantara tidak dapat memenuhinya, maka beras ditolak oleh Sub Dolog.
Dengan ditolaknya beras tersebut berarti KUD Nusantara diharuskan untuk mampu
menyediakan beras sesuai kualitas pangan vang sudah menjadi ketentuan.

4. Harga Pangan

Mengenai dalam suatu perjanjian perlu kiranya melihat pasal 1465 KUH Perdata
yang berbunyi “Iarga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak”. Dari pasal
tersebut dapat ditarik suati pengertian bahwa untuk menetapkan harga dalam suatu
perjanjian haruslah mendapatkan kescpakatan dari kedua belah pihak yang mengadakan
perjanjian.

Harga yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pangan beras hasil panen tahun
1997 adalah Rp. 856,00 per kg netto, maka KUD Nusantara menjual beras kepada Sub
Dolog Wilayah XI Jember dengan harga Rp. 856,00 per kg netto.

5. Nilai Keseluruhan Harga Pangan.
Pengadaan pangan tahun 1997 dengan nomor perjanjian jual beli
046/03/97/01/K.BI adalah sebagai berikut :
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- Jumlah pangan = 300,00 ton netto

- Harga per kg Netto = Rp 856,00

Untuk nilai keseluruhan harga pangan adalah jumlah pangan dikalikan dengan biaya
per kg netto, jadi :

300.000,00 x Rp. 856,00 = Rp 256.800.000,00

Terbilang : # Dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah.#

Termasuk ke dalam harga barang dalam perjanjian pengadaan pangan adalah
harga dari alat pembungkus karung goni besar dan tali goni baru, yaitu sebagai
berikut :

a. Harga karung goni beras
Rp. 1.925,00 per lembar
- deangan harga seluruhnya =
3.000 x Rp. 1.925,00 = Rp 5.775.000,00
Terbilang : #Lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah#
b. Harga tali goni baru

Rp 1.925,00 per lembar

- dengan harga seluruhnya =

81,00 x Rp 1.925,00 =Rp 155.925,00

Terbilang : # Seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima

rupiah# (Brosur Perjanjian/Kontrak Pengadasn Pangan Antara KUD Nusantara

dengan Sub Dolog Wilayah XTI Jember Talun 1997).

6. Penyerahan Barang

Sehubungan dengan penyerahan barang, maka untuk penyerahan merupakan
kewajiban bagi si pemjual selain ada kewajiban lain untuk menanggungnya.
Menyerahkan adalah memindahkan barang yang telah dijual itu dalam miliknya si
pembeli,

Pasal 1477 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Penyerahan harus terjadi di
{empat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak
telah diadakan persetujuan lain”. Dalam praktek perjanjian pengadaan pangan
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penyerahan beras telah ditentukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu di
gudang beras Bulog Mangli dengan angkutan kendaraan truck, dengan biaya darn Sub
Dolog Wilayah XI Jember. Dengan demikian hak milik akan berpindah ke tangan

pembeli pada waktu petiyerahan beras ke Dolog dan telah diterima oleh kepala Dolog.

7. Pembayaran

Pembayaran di dalam perjanjian pengadaan pangan harus dilakukan lewat Bank
Rakyat Indonesia, karena menyangkut jumiah uang yang banyak, juga supaya dalam
pembayaran lebih aman dan lebih praktis.

Pambayaran dalam perjanjian pengadaan pangan tersebut dilakukan oleh Sub
Dolog Wilaysh XI Jember melalui BRI cabang Jember dengan alamat J1. Kartini No.
11 Jember, selanjutnya pihak KUD Nusantara akan menerima pembayaran dari BRI
Cabang Jember.

Perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI

Jember telah memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

). mereka telah sepakat melaksanakan perjanjian pengadaan pangan, yang teiah
dituangkan dalam kontrak jual beli beras;

2. mereka dinyatakan cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3. jenis barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut adalah beras “Kualitas Jatim
Baik™;

4. isi dan tujuan prestasi perjanjian tidak di larang oleh undang-undang, tidak
bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum.

Perjanjian jual-beli tersebut telah dilaksanakan dengan itikad baik sesuai pasal
1338 ayat 3 KUH Perdata, bahwa perjanjian berjalan dengan mengindahkan norma-
norma, kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan
kewajiban antara para pihak yang telah dilaksanakan dengan baik oleh keduanya, sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak jual-beli beras.
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian pengadaan pangan antara lain :
Kepentingan para pihak
Kepentingan tersebut meliputi kepentingan petani, KUD Nusantara dan pihak Sub
Dolog Wilayah XI Jember. Hal yang utama dari petani adalah hasil panen yang
sedang dilakukannya memerlukan penanganan yang terus berjalan dan berkelanjutan.
Penangan tersebut meliputi pemasaran dengan harga yang layak dari hasil
produksinya, sehingga KUD Nusantara yang mempunyai kepentingan untuk membeli
hasil produksi dari petani tersebut berusaha untuk memasarkannya dengan
bekerjasama dengan pihak Sub Dolog sebaga pihak yang berkepentingan untuk
membeli beras dari KUD, sedang untuk pengadaan pangan stock nasional dan untuk
menjaga kestabilan harga beras, kepentingan-kepentingan para pihak tersebut harus
dilaksanakan dengan baik, sehingga kesejahteraan petani dapat terjamin dan
pengadaan pangan stock nasional dapat tersedia serta harga beras dapat
dikendalikan.
Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak
Perjanjian pengadaan pangan yang terjadi antara KUD Nusantara dan Sub Dolog
Wilayah XI Jember menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan
dengan baik oleh para pihak dalam perjanjian sehingga perjanjian pengadaan pangan
tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Upaya penyelesaian yang dilakukan apabila ter] adi wan prestasi J
Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pangan terkadang juga terjadi peristiwa
wan prestasi, sehingga upaya penyelesaian yang tepat harus diusahakan oleh para
pihak dalam perjanjian.

Dasar hukum pengadaan perjanjian pengadaan pangan adalah Inpres No.2 Tahun

1973 Tentang Pengadaan Pangan Stock Nasional. Untuk pengadaan pangan stock
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nasional dan untuk menjaga kestabilan harga beras, KUD harus menjual beras kepada
Dolog sebagai mitra kerjanya.

Pangan adalah kebutuhan dari manusia hidup yang tidak bisa dipisahkan dari
kehidupan manusia. Secara keseluruhan untuk kelangsungan hidup manusia, pangan
adalah faktor penting yang tidak bisa dikesampingkan. Untuk memenuhi kebutuhan
pangan memerlukan suatu proses yang harus dilalui. Proses tersebut merupakan
perjanjian pengadaan pangan yang dilakukan oleh pihak XUD Nusantara di Kecamatan
Wuluhan Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember dengan Sub Dolog Wilayah Jember.
Progesnya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan

Tahap permohonan ini diawali dengan pembelian gabah dari para petani oleh
KUD Nusantara dengan harga dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan
demikian KUD telah menyiapkan diri untuk menyediakan beras yang selanjutnya akan
disetorkan pada Sub Dolog Wilayah X1 Jember.

Pengajuan kontrak ke Sub Dolog Wilayah XI Jember, pihak KUD Nusantara
datang ke kantor Sub Dolog Wilayah XI Jember, dengan syarat sudah berbadan Hukum
dan tidak mempunyai tunggakan kredit pengadaan pangan. Apabila dua syarat sudah
dipenuhi, pihak KUD Nusantara membawa surat permohonan kontrak dengan surat
rekomendasi dari BRI untuk pemberian jaminan.

2. Tahap Penawaran

Tahap penawaran ini dilandasi oleh surat permohonan yang diajukan oleh pihak
K.UD Nusantara selaku penjual beras pada pihak Sub Dolo Wilayah XI Jember selaku
pihak pembeli beras. Berdasarkan surat permohonan tadi, pihak KUD Nusantara akan
menawarkan beras sesuai kemampuannya dalam menyediakan beras, baik kemampuan
keuangan maupun pemrosesan gabah menjadi beras.

3. Tahap Persetujuan

Tanda disepakatinya perjanjian pengadaan pangan , maka kedua belah pihak

menandatangani  kontrak/perjanjian pengadaan pangan/jual-beli beras. Sebagal

konsekuensi dicepakatinya pecjanjian, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk
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mengadakan perjanjian akan dituangkan dalam suatu kontrak/perjanjian pengadaan
pangan yang diadakan oleh KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah XI Jember
dalam masa panen tahun 1997, dengan kontrak bernomor : 046/03/97/01/KBL

Perjanjian tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua
belah pihak untuk dipatuhi bersama dalam realisasinya.

4. Tahap Realisasi

Tahap Realisasi merupakan tahap dalam perjanjian pengadaan pangan. Pada
tahap ini pelaksanaan perjanjian akan terealisasi dalam bentuk pemenuhan prestasi
yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak.

Tahap realisasi ini diawali dengan penyediaan beras oleh KUD sampai
penyetoran beras oleh KUD kepada pihak Sub Dolog. Pada mulanya pihak KUD
membeli gabah dari para petani sesuai dengan kemampuan, baik dalam keuangan
waupun dala pemrosesan gabah menjadi beras.

Tahap realisasi pengadaan pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemrosesan.
Gabah yang disimpan dari sawah dijemur satn sampai dua hari, sehingga gabah
mencapai kadar air 14%. sehingga gabah sudah cukup kering untuk proses
selanjutnya. Setefah itu gabuh dilentikan dari penjemuran selama scmalam, baru
kemudian diproses

- Penmosesan dari gabah terssbut meliputi duahal, yaitu -
1). Pemrosesan dengan mesin pecah kulit sampat menjadi pecah kulit,
2). Penwosesan dengan mesin sosoh (yang biasanya dilakukan dua kali) sehingga

mencapai derajat sosoh 95%.

Setelah gabah diproses dan dapat menghasilkan beras dengan kadar air 14%, maka
beras disetorkan ke Dolog Jember. Tetapi apabila beras dengan kadar air diatas alau
korang dari 14%, beras akan dijual ke pasaran umun

I Penyeraban


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

30

Gabah telah diproses menjadi beras sesuai kadar air yang diinginkan dan derajat
sosoh yang tepat oleh KUD Nusantara. Langkah selanjutnya adalah penyerahan beras
dari pihak KUD Nusantara kepada pihak Sub Dolog Wilayah XTI Jember. Jumlah beras
yang disediakan oleh KUD Nusantara adalah 300.000 Kg yang harus diserahkan kepada
pihak Sub Dolog. Beras yang akan dikirim ke gudang dimasukkan dalam karung goni
dan diisi 100 kg Netto beras per goni. Penyediaan karung goni menjadi tanggung jawab
pihak kesatu dengan ukuran berat karung 1,5 Kg setiap lembar termasuk tali goni baru
untuk pembungkus pangan dengan perincian sebagai berikut
1. Karung gont besar baru = 3.000 lembar
2. Tali goni baru =81,00Kg

Penverahan beras oleh K.UD Nusantara kepada Sub Dolog Wilayah XI Jember
dilakukan sekaligus/bertahap selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 1997. Fron Co diatas
timbangan dimuka pintu gudang-gudang yang ditunjuk oleh pihak kesatu. Beras sebagai
barang yang diperjanjikan akan dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor/petugas
pemeriksa yang ditunjuk secara tertulis oleh pihak kesatu.

Pemeriksaan disaksikan oleh petugas dari pihak kesatu, kemudian hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor/petugas pemeriksa diserahkan kepada
pihak kesatu paling lambat 2 (hari) kerja sebelum tanggal tahap penyerahan
dilaksanakan.

Pengangkutan pangan dilakukan sampai diatas timbangan di muka pintu gudang
yang ditunjuk oleh pihak kesatu, menjadi langgung jawab pihak kedua, sedangkan
ongkos angkulnya dibayar dengan rekap penerimaan dan atau pemasukan barang
(GDIM) dari kepala Gudang yang melaksanakan penerimaan barang.

Penyerahan karung goni besar baru 3.000 lembar dan tali goni baru 81,00 Kg
dilakukan oleh piliak kesatn pada pihak kedua sesuai dengan kemampuan penyerahan
beras olch pihak kedua kepada pibak kesatu.

Penyerahan karung goni besar baru dan tali goni baru dilakukan setelah pihak
kedua menyerahkan Bank Garansi yang nilainya sama dengan nilai karung goui besar

baru dan tali goni baru yang akan diterima oleh pihak kedua.
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Setelah barang sampai di gudang dan diuji oleh Surveyor, apakah beras
memenuhi persyaratan kualitas yang ditentukan. Apabila kualitas yang ditentukan.
Apabila tidak memenuhi persyaratan, beras ditolak/dikembalikan, sedang kalan
memenuhi persyaratan, beras diterima dan KUD Nusantara mendapat surat timbang
yang namanya GDIM yang mernuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis kualitas barang

2. Asal dan tanggal tiba

3. Nomor dan tanggal SPA/surat jalan

4. Berat menurut SP/surat jalan

5. Pengangkut/Kontraktor

6. Dasar penerimasan.

7. No.Pol. Kendaraan pengangkut truk

8. Jenis/merk/No. timbang

9. Jam Pemasukan.

Pihak Sub Dolog selanjutnya akan menerima surat tanda bukti penerimaan barang
satu hari setelah beras diterima oleh Kepala Gudang (Nota timbang perjanjian
pengadaan pangan dari Sub Dolog Wilayah XI Jember).
¢. Pembayaran

Pembayaran dilakukan atas dasar tanda bukti penerimaan barang. Pihak kesatu
melakukan pembayaran kepada pihak kedua (KUD Nusantara).

Pembayaran dilakukan dengan cara membuat SPP. perhitungan pembayaran oleh
kepala gudang/kepala Sub Dolog kepada BRI yang ditunjuk. GDIM oleh KUD
Nusantara diganti dengan SPP, kemudian ditukar dengan wesel/check kepada BRI yang
ditunjuk senilai SPP, perhitungan pembayaran wesel/check tersebut dicairkan ke BRI
yang ditunjuk yaitu BRI Cabang Jember dan akhirnya pembayaran sejumlah uang akan
diterima oleh .UD Nusantara. Dari SPP tersebut perhitungan pembayaran akan kita
femui jumlah potongan-potongan yang harus dibayar oleh pihak yang mengadakan

perjanjian,
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3.2 Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan pangan.

3.2.1 Hak dan Kewajiban KUD Nusantara sebagai pihak penjual

322

Hak KUD Nusantara -

4). Menerima pembayaran sestial dengan barang yang disetorkan kepada Dolog.
b). Menerima ganti rugi angkutan yang telah ditentukan.

Kewajiban FUD Nusantara sebagai pihak penjual

2). Menyerahkan (leveren) barang yang dijualnya

Maksud dari penyerahan barang dapat kita baca dalam pasal 1475 K.UH Perdata,
yakni suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan
kepunyuan si pembeli.

1), Menanggungiys

Kalan kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli telah
dipenuhi, muncul kewajiban pokok vang kedua dari si penjual, yaitu untuk
menanggimg. Hal menanggung ini berwujud dua macam yaitu :

- Kesatu menanggung tehadap hak seseorang ketiga atas barangnya.

- F.edua menanggung terhadap cacat tersembunyi dari barangnya

Hak dan Kewajiban Sub Dolog Wilayah XI Jember sebagai pihak pembeli

Hak Sub Dolog Wilayah XI Jember :

a). Menolak beras yang tidak memenuhi syarat seperti yag telah diperjanjikan.

b). Menerima beras jika sudah memenuhi ketentuan ketentuan seperti yang
tercantum di dalam perjanjian pengadaan pangan.

Kewajiban Sub Dolog Wilayah XI Jember :

a).Membayar harga yang dibelinya

Harga ini harus berupa vang, sebab jika berupa barang-barang, maka persefujuan
yang bersangkutan itu bukanlah persetujuan jual-beli, melainkan tukar menukar.
b).Memikul biaya-biaya akta jual-beli dan biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali
jika telah diperjanjikan sebaliknya, sesuai dengan pasal 1466 FK.UH Perdata.
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3.3 Upaya Penyelesaian Apabila terjadi Wan prestasi

Pelaksanaan perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan Sub
Dolog Wilayah XI Jember mengalam peristiwa wan prestasi. Bentuk wan prestasi dari
pihak KUD Nusantara adalah dalam penyetoran beras kepada pihak Sub Dolog
Wilayah XI Jember belum sepenuhnya beras tersebut diterima oleh pihak Sub Dolog
selaku pembeli, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Sub Dolog, sehingga pihak
Sub Dolog sepenuhnya melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya.

Perjanjian pengadaan pangan antara KUD Nusantara dengan Sub Dolog Wilayah
X1 Jember adalah perjanjian timbal bahk (wederkering) yang saling menguntungkan,
merupakan bentuk mitra usaha yang saling berhubungan untuk menjaga kestabilan harga
beras, pengadaan pangan stock nasional, gsesui dengan Inpres No. 2 Tahun 1972,
sehingga upaya penyelecaian yang diambil oleh kedua belah pihak dalam peristiwa
wan prestasi tersebut adalah musyawarah, dimana pihak KUD Nusantara akan menjual
beras yang ditolak oleh pihak Sub Dolog pada pasaran umum, untuk menjaga agar tidak
terjadi kerugian, dan akan memenuhi kewajibannya kembali untuk menyetor beras pada
pihak Sub Dolog sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian
pengadaan pangan tersebut, Setelah KUD Nusantara menyetorkan beras kepada pihak
Sub Dolog tersebut dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak, dan diterima oleh pihak
Sub Dolog setelah dilakukan pemeriksaan beras, maka pihak Sub Dolog akan
melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa harga barang yang dibelinya, dalam

masa kontrak/perjanjian pengadaan pangan ifu.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dalam bab sebelumnya telah dibahas secara terperinci tentang tinjauan yuridis

pelaksanaan perjanjian pengadaan pangan pada KUD Nusantara di Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jember. Berdasarkan pembahasan terseburt di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1

Perjanjian pengadaan pangan terdapat dua subyek hukum, yaitu pihak KUD
Nusantara sebagai penjual, dan pihak Sub Dolog Wilayah IX Jember sebagai
pembeli. Obyek perjanjiannya adalah beras kualitas “Jatim Baik Medium”.
Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.

2. Dalam perjanjian pengadaan pangan tersebut hak dan kewajiban para pihak harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak jual beli beras.

3. Upaya penyelesaian apabila terjadi wan prestasi

Terhadap kelalaian atan kealpaan si berhutang atan debitur sebagai pihak yang
wajib melakukan sesuatu, ada beberapa tuntutan yang dapat dilakukan berdasar
pasal 1267 KUH Perdata antara lain : pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi,
pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi.

Upaya penyelesaian yang dipilih oleh pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember adalah
pemenuhan perjanjian, karena kerjasama antara KUD Nusantara dan Sub Dolog
adalah bentuk mitra usaha yang saling mengunfungkan yang merupakan hubungan
timbal balik untuk menjaga kestabilan harga beras dan untuk pengadaan pangan stock
Nasional.

4.2 Saran-saran

1.

Berkembangnya koperasi di Indonesia seperti yang telah terjadi dewasa ini, di
mana hampir setiap kecamatan di seluruh pelosok tanah air telah berdiri dengan kuat

KUD-KUD, yang berkemampuan selain meningkatkan kesejahteraan hidup para
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anggotanya, juga telah berhasil memunjang pembangunan masyarakat desa
sedemikian rupa, maka hendaklah keberhasilan ini menjadi pedoman bagi seluruh

rakyat Indonesia, bahwa kegiatan dan kegairahan kerja yang di dasari
kegotongroyongan akan berhasil menciptakan segala pembangunan tersebut.

. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjanjian pengadaan pangan sudah ada
ketentuan-ketentuan yang harus di taati dalam hal barang yang menjadi obyek
perjanjian yaitu beras , ketentuan tersebut diantaranya kadar air 14% dan derajat
sosok 95%, akan tetapi dalam menentukan derajat sosoh pihak KUD melihat
berdasarkan wujud dari beras dengan perkiraan seperti biasa, hal ini dikarenakan
pihak yang dapat mengukur adalah pihak Sub Dolog Wilayah XI Jember. Jadi alat
KUD untuk megukur derajat sosoh belum ada. Hal ini hendaknya menjadikan
pemikiran untuk masa-masa mendatang bagi para pihak dalam melakukan
pengukuran derajat sosoh dengan suatu alat pengukur, sehingga dalam pengadaan
pangan akan lebih lancar.

. Keadaan- keadaan tertentu sering terjadi harga di pasaran umum lebih tinggi dari
harga beras yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini hendakiah pemerintzh
yang berkompeten dalam menetapkan harga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
yang ada sehingga harga di pasaran umum bisa dikendalikan dan tidak terialu tinggi.
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DEPARTIMEN PENDIDIEAN DAN KERUDAYAAN RI1
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LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : JI. Veteran No. 3 Telp.(0331) 22723 Jember (68118).

‘Nomer ; 7718.a/ PT32.H9/NY97 16 Desember 1997
Lampitan @ -
Perihal o Penmobonan ijin mengadakan Penelitian.

Fepada : Yth. Sdr. Gubemur KDI Tk. I Jawa Timur

up. Sdr. Kepala Direltorat Sosial Politik
di

Surabaya.

Persama ini kani sampaikan dengan hormat permohonan ifin mengadakan pene-
fitian ntuk memperolch data

Nama / NIM : SRINURWANIT /93 - 134.

Daosen / Mahasiswa : Fakultas Hukum
Universitas Jeyaber,

Alamat < JI. Brandas XXVI/ 72/ A Jember.

Judul Penelifian . TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJAN
JIAN PENGADAAN PANGAN PADA KUD NU-
SANTARA DI KEC. WULUHAN KAB. DATT I
JEMBER.

1 Daerah : Kah. Jember.

Lamanya : 1 hulan,
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT ( UAWACTIMUR

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. {031) 577935
SURABAYA - 60189

SURAT KETERANGAN -
Untuk melakukan survey / research | A S L I ?

Nomor : 072/ ....... 5135 / 303/ 1997

rombaca : 1o SRT. KETUA LEMLIT UNIV JEMBER, 16 DESEMBER 1997.MN0. 7718.8/PT32,H9/W5' 97+
5, SRT, KAKANWIL DRP KOPERASI PROP JATIM. 18 DESEMBER 97.m.3316/xuk.13/6.1/x11/97.

Aengingat 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. | Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub. / 187 / 1972

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

“éRI NURWANTI
Jama Penanggugn Jawab : MHES. FAK HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

\iamat . JL. BRANTAS XXVI/72/A JEMBER

‘hema / Acara survey / research

w TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PANGAN
PADA KUD NUSANTARA DI KEC WULUHAN KAB DATI II JEMBER ".

Yaerah / Tempat dilakukn survey / research @ KABUPATEN JEMBER

Lamanya survey / research : 2 (WA) BULAN TERHITUNG TGL,.SURAT DIKELUARKAN

Pengikut / peserta survey / research

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

{. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati / Walikotamadya Kepala
Daerah Tk. || dan Kepolisian setempat.

2. Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.

3. Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lesan ataupun tulisan / lukisan yang
dapat melukai / menyingauna perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.

4 Tidakd — — L ' e

5. Setelal
pelaks

6. Dalam
nyak
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SURABAYA - 60189
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Surabaya, 18 DESEMBER 1997
Kepada

Yih. Sdr. KAKAUWIT, TIPKOP PROP. JAWIM
072/5086/303/97 b=
Segera SURABAYA
an ;

Pertimbangan
survey / research

Bersama ini menyampaikan sural permohonan untuk melakukan

SRI_NURWANTI

alas nama : MIS FAK HUKUM UNIV JREMBER
Thema / judul

survey / research

v DINJAUAN YURIDLS PELAXSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PANGAN PADA =
KUD NUSANTARA DI KEC. WULUBAN KAB. DATT IT JWMBER “.

di daerah: KAWJPATEN JEMBER

dengan harapan untuk mendapal pertimbangan Saudara mengenai permohonan dimaksud

Diharap 1 exemplar sural terlampir selelah diisi oleh Saudara beserta lampirannya dikembalikan

kepada kami untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut bagi yang bersangkutan.

A.n. Kepala Direklorat Sosial Politik

Propinst Daorah Tk, | Jawa  Tunur

L e

o4 19
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" NHNUSANTARAM
KECAMATAN WULUHAN

Alamat . JL. Raya Sultan Agunc No.130, “uluhan, Jemher,
Badan Hukum : No.4726/BI1/IT/1981

SURAT—KEE?RANGAN

——— ———— T —— - o

o, 134 JRUD/IX /08

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Drs. Basuki
Jabatan . Manajer KUD Nusantara
Alamat . JL. Raya Sultan Agung No.130,%Wuluhan

Dengan ini menerangkan bahwa 3

Nama . Sri Nurwanti
NTM s 9%.13%4
Jabatan . Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah mengadakan penelitian dalam ranrka payusunan Skripsi
denran Jjudul 3
1 Tinjauan Yuridiis Pelaksanaan Perjanjian

Pengadaan Pangan pada KUD Nusantara di

Ilecamatan Wuluhan Kabupaten Daerah Tinckat

iI Jember
yanr, dilaksanakan dari taneggal, 18 Desember 1997 s/4 1§ Februari
1938, Adapun data yang diambil untuk menvisun dan melenckapi
penelitian dalam perjanjian pengadaan pan”an antara KIM Musantara

dencan Sub Dolog Wilayah XI Jember.
Demikian antuk menjadilkan malklum.

wuluhan, 25 Februari 1909

KM~ Nusantara, Wuluhan

T MANA R O

Nra. Pasukt——
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WETErDOLDG WILAYAH XI NG P UDE BISHAS JeiMmMiDx«
JUNEM B ER " PERJARJIAN JUAL BELI "
g [Aniaviag fune

s Rl 045703/87/C1/KBY
Nomor P.].B. : '
Senin Sen]‘l‘l 10 Kagrel 10 193. M a1 & # -lgg-!v
ada han i, han tanggal tzhun
antara:

Depot Logistik/Sub Depol Logistik/Perwakilan/Satgas Administratif*) SUB DOLOG WILAYAH X1

dalam hal ini diwakili oleh IR. SURINDRO
jabatan {EPALA bertindak atas nama SUB DOLGG WILAYAH XI

berdasarkan 11 7/KEP/1/1967 celanjutoya disehut © PIHAK KFSATU.

1 KUD NUSANTARA

dalam hal ini diwakili olen DRS. BASUKI
jabatan MANAGER

bertindak untuk dan atas nama KUD NUSANTARA selanjutniya disebut © FIHAK KEDUA.

{eduz belah pihak dengan ini menyatakan sepakat dan menyetujul untuk mengadakan perjarjian Jual Beli
jengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal-1
JUMLAH, JENIS DAN KUALITAS PANGAN

1. PIHAK KESATIU mgmbeli dani PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menjual kepada PIHAK KESATU
sejumlah sebagai berikut : Buras kualitas JATIM BAIK MECIUM sejumiah : 300.00 toun neltu
hasil panen tahun 1987

B.ERAS \ersebut sesuai dengan standar kualitas Surat Keputuszn Bersama Nomor :

2. Barang sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini dibungkus dengan alat pembungkus berupa karung goni besar baru dan tali goni baru, ukuren berat karung 1,15
kg setiap lembar yang disediakan oleh PIHAK KESATU termasuk tali goni.

3. Kebutuhan karung goni besar baru dan tali goni baru untuk pembungkus pangan sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini adalah :
a. Karung goni besar baru ! 3,000 lembar
b. Tali goni baru : 81.00 kg

Pasal-2
TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN

- - 0 v Mmoo Tttt el memasn anlialiwiald
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Dengan persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menctapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

*asal |
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
scorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan ke-
giatannya berdasarkan prinsip Koperasi sckaligus schagal ge-
rakan ckonomi rakyat yang berdasar alas asas kekeluargaan.

2. Perkoperasian adalah scgala sesuatu yang menyangkut kehi-
dupan koperasi.

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-scorang.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan Koperasi.

5. Gerakan Koperasi adalah Kescluruhan organisasi Koperasi
dan Kegiatan perkoperasian yang bérsifat terpadu menuju ter-
capainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB 11

Bagian Pertama: Landasan dan Asas
Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1910

atas asas kekeluargaan.

§

Bagian Kedua: Tujuan
Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kescjahteraan anggota pada khu
susnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun ta
tanan perckonomian nasional dalam rangka mewujudkan masya
rakat yang maju, adil, dan makmur bherlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1915

BAB 111

FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama: Fungsi dan Peran
Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

a. membanjun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ckonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umum-
nya untuk meningkatkan kescjahteraan ckonomi dan sosial-
nya;

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat;

c. memperkokoh perekonomian rakyat scbagai dasar kckuatan
dan ketahanan perckonomian nasional dengan Koperasi scba-
gai sokogurunya; :

d. rc.w:mmrm .::»:x mewujudkan dan mengembangkan perekono-
mian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan dan demokrasi ckonomi,

Bagian Kedua : Prinsip Koperasi
Pasal 5
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
a. keanggotan hersifat sukarela dan terbuka;
L. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
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c¢. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil scbanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. kemandirian.
(2)Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan
pula prinsip Koperasi scbagai berikut :
a. pendidikan perkoperasian;
b kerja sama antarkoperasi.

BAB IV

Bagian Pertama : Syarat Pembentukan
Pasal 6
(1)Koperasi Primer dibentuk olch sekurang-kurangnya 20 (dua
puluh) orang.
(2)Koperasi Sckunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga)
Koperasi.
Pasal 7
(1)Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Da-
sar.
(2)Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara
Republik Indonesia.
Pasal 8
Anggaran Dasar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

memuat sckurang-kurangnya :
a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. ketentuan mengenai keanggotaan;

¢. ketentuan mengenai Rapat Angpota;

. ketentuan mengenai pengelolaan;

g. ketentuan mengenai permodalan;

h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua : Status Badan Hukum
Pasal 9
xaﬁaq.mmw memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian-
nya disahkan olch Pemerintah.

Pasal 10
(1)Untuk mendapatkan pengesahan scbagaimana dimaksud da-
lam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis di-
scrtai akta pendirian Koperasi.

Amvmnnmcmm:ms akta pendirian diberikan dalam jangka waktu pa-
ling lama 3 (tiga) bulan setclah diterimanya permintaan penge-
sahan.

(3)Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia.
Pasal 11

(1)Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, ala-
san penolakan diberitahukan kepada para pendiri sccara ter-
tulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sctelah diteri-
manya permintaan.

(2)Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri

dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama
1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

av.%mw:Emma terhadap pengajuan permintaan ulang diberi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan scjak diterimanya pe-
ngajuan permintaan ulang.
Pasal 12 =
(1)Perubahan Anggaran Dasar dilakukan olch Rapat Anggota.
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(2) l'erhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut peng-
gabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi
dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau
penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran
Dasar scbagaimana’ dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
(1)Untuk keperluan pengembangan dan/atau cfisicnsi usaha, satu

Koperasi atau lebih dapat :
a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain,

atau
b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk

Koperasi baru.

(2)Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan
Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga : Bentuk dan Jenis
Pasal 15
Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Se-

kunder.
Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kecpenting-
an ckonomi anggotanya.

: Pasal 17
(1)Anggota chonm% adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa
Kopersi.
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(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota

Pasal 18

(1)Yang dapat menjudi anggota Koperasi ialah setiap warga ne-
gara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau
Koperasi yang memenuhi persyaratan scbagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar.

(2)Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan,
hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Angga-
ran Dasar.

Pasal 19

(1)Kcanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan
ckonomi dalam lingkup usaha Koperasi.

(2)Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri sctelah
syarat scbagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(3) Kcanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(4)Sectiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama ter-
hadap Koperasi scbagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20
(1)Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang disclenggarakan
olch Koperasi;
¢. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar
atas asas kekeluargaan,; .
(2)Setiap anggota mempunyai hak :
a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara
dalam Rapat Anggota;
b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau
Pengawas; : .
c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketcntuan da-
lam Anggaran Dasar;

11
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d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di
luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta

¢. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sa-
ma antara scsama anggota;

f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Kope-
rasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama : Umum
Pasal 21
Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari :
a. Rapat Anggota;
b. Pcngurus;
c. Pengawas;
Bagian Kedua : Rapat Anggota
Pasal 22 .
(1)Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi da-
lam Koperasi.
Pasal 23
Rapat Anggota menetapkan :
a. Anggaran Dasar;
b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan
usaha Kopcrasi,
c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Peng-

awas;

d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Ko-
perasi serta pengesahan laporan keuangan;

e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan
tugasanya;

f. pembagian sisa hasil usaha;
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g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Kope-
rasik
Pasal 24

(1)Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah
untuk mencapai mufakat.

(2)Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah,
maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak.

(3)Dalam hal dilakukan pemungutan suara, sctiap anggota mem-
punyai hak satu suara.

(4)Hak suara dalam Koperasi Sckunder dapat diatur dalam Ang-
garan Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan
jasa usaha Koperasi-koperasi secara berimbang.

PPasal 25
Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung-
jawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.
Pasal 26

(1)Rapat Anggota diadakan sedikit sckali dalam 1 (satu) tahun.

(2)Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Peng-
urus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sctelah ta-
hun buku lampau.

Pasal 27 .

(1)Sclain Rapat Anggota scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila
keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewe-
nangnya ada pada Rapat Anggota.

(2)Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan se-

jumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang
pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3)Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama
dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud da-
_mvamm_Nw. .

13
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Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyclenggaraan Rapat Ang-
gota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.
Bagian Ketiga : Pengurus
Pasal 29
(1)Pengurus dipilih dari dan olch anggota Koperasi dalam Rapat

Anggota,

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

(3)Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus di-
cantumkan dalam akta pendirian.

(4)Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

(5)Persvaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota
Pengur:s ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 30
(1) Pengurus bertugas :
a. mengelola Koperasi dan usahanya;
b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan ren-
cana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pe-
laksanaan tugas;
¢. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang ;.
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta
pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam

Anggaran Dasar;

c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan ke-
manfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan
keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31
Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelo-
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laan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat
Anggota Luar Biasa.
Pasal 32

(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi
wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. ,

(2)Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat
Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan ke-
pada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

(3) Pen:gelola bertanggungjawab kepada Pengurus.

(4) Pengelola usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung ja-
wab Pengurus scbagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

mcwcnmms antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja
atas dasar perikatan.

Pasal 34

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menang-
gung kerugian yang diderita Koperasi, karcna tindakan yang
dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2)Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan
itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemung-
kinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Sctelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan
scbelum disclenggarakan rapat anggota tahunan. Pengurus me-
nyusun laporan tahunan yang memuat sckurang-kurangnya :

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku
yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat di-
capai. 2 :

15


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I’asal 36
(1)Laporan tahunan schagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di-
tandatangani olch semua anggota Pengurus.
(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani
laporan tahunan terschut, anggota yang bersangkutan menje-
laskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37
Persctujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan per-
hitungan tahunan, merupakan pencrimaan pertanggungjawaban
Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian keempat : Pengawas
Pasal 38
(1)Pengawas dipilih dari dan olch anggota Koperasi dalam Rapat
Anggota.
(2)Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
(3)Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat schagal anggola
Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

(1) Pengawas bertugas :
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksana-

an dan pengelolaan Koperasi.
b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
(2) Pengawas berwenang :
o mencliti catatan yang ada pada Koperasi
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
(3)Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap
pihak ketiga.

Pasal 40
Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. F
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BAB VII

Pasal 41
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari :
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d. hibah.
(3) modal pinjaman dapat berasal dari ;
a. anggota;
b. Koperasi lainnya/atau anggotanya;
¢. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
¢. sumber lain yang sah.
Pasal 42
(1)Selain modal schagaimana dimaksud dalam Pasal 41, koperasi
dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari mo-
dal penyertaan.
(2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari mo-
dal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerin-
tah.

BAB VIII

Pasal 43

(1)Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan
kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesc-
jahteraan anggota. )

(2)Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan

17
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untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota
koperasi. :

(3)Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di
segala bidang kehidupan ckenomi rakyat.

Pasal 44
(1)Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya me-
lalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
a. anggota Koperasi yang bersangkutan.
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

(2)Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai sa-
lah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

(3)Pclaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi di-
atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

(1)Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi
yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya,
penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam ta-
hun buku yang bersangkutan.

(2)Sisa Hasil Usaha sctelah dikurangi dana cadangan, dibagikan
kepada anggota scbanding dengan jasa usaha yang dilakukan
olch masing-masing anggota Koperasi, scrta digunakan untuk
keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari
Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3)Biasanya pemupukan dana cadangan ditctapkan dalam Rapat
Anpggoti.

18

BAD X

Bagian Pertama
Cara Pembubaran Koperasi
Pasal 46

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

a. keputusan Rapat Anggota, atau

b keputusan Pemerintah.

Pasal 47

(1)Keputusan pembubaran oleh Pemerintah scbagaimana dimak-
sud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :

a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan Undang-undang inj;

b Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan
Jatan wesusilaan;

¢. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

(2)Keputusan pembubaran Koperasi olch Pemerintah dikeluarkan
dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung scjak
tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran
terscbut olch Koperasi yang bersangkutan.

(3)Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal
penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan ber-
hak mengajukan keberatan.

(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya ke-
beratan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1
(satu) bulan scjak tanggal diterimanya pernyataan keberatan
tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan

tata cara pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud dalam Pa-

sal 47, diatur lebih lanjut dengan Peratuyrran Pemerintah.
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Pasal 49

(1)Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberita-
hukan sccara tertulis olch Kuasa Rapat Anggota kcpada :
a. scmua kreditor;

b. Pemerintah.

(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Peme-
rintah, dalam hal pembubaran terscbut berlangsung berdasar-
kan keputusan Pemerintah.

(3)Sclama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima
oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku ba-

ginya.
Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 di-

scbutkan :

a nama dan alamat Penyclesaian, dan

b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya
surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua : Penyclesai
Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi terhadap
pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

(1)Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang sc-
lanjutnya disebut Penyelesai.

(2)Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota,
Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.

(3)Untuk penyeclesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Pc-
nyclesai ditunjuk oleh Pemerintah.

(4)Semua dalam proses penye]esaian, Koperasi tersebut tetap ada
dengan sebutan "Koperasi dalam’ penyelesaian™
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Pasal 53
(1)Penyelesaian segera dilaksanakan sctelah dikcluarkan keputu-
san pembubaran Koperasi.
(2)Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota
dalam hal Penyelesai ditunjuk olch Rapat Anggota dan kepada
Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk olch Pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban scbagai be-

rikut :

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Ko-
perasi dalam penyelesaian”.

b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

c. memanggil Pengurus, anggota dan bckas anggota tertentu yang

~ diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan
arsip Koperasi;

¢. menctapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran
yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;

f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan si-
sa kewajiban Koperasi;

g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;

h. membuat berita acara penyeclesaian.

Pasal 55
Dalam hak terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menang-
gung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan mo-
dal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga
Hapusnya Status Badan Hukum
Pasal 56
(1)Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Beri-
ta Negara Republik Indonesia.
(2)Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal peng-
umuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara
Republik Indonesia. 3 "
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BAB XI

LEMBAGA GERAKAN-KOPERASI

Pasal 57
(1)Koperasi secara bersama-sama mendirikan salu organisasi
tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan
kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
(2)Organisasi ini berasaskan Pancasila.
(3)Nama, tujuan, susunan dan tata kerja organisasi diatur dalam
Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :
a r~emperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
b. meu.ngkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyara-
kat;
c. melakukan pendidikan perkoperasi~n bagi anggota dan ma-
syarakat
d. mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Ko-
perasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional
maupun internasional;
(2)Untuk mclaksanakan kegiatan terscbut, Koperasi secara ber-
sama-sama menghimpun dana koperasi.

Pasal 59
Organisasi yang dibentuk scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1) disahkan olch Pemerintah.

~ BAB XII
- PEMBINAAN,

Pasal 60
(1)Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kon-
disi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Ko-

perasi
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(2)Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlin-

dungan kepada Koperasi.
Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kon-

disi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi,

Pemerintah :

a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada
Koperasi;

b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar
menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;

c¢. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntung-
kan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;

d. membudayakan Kopcrasidalam masyarakat.

Pasal 62
Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kcpada
Koperasi, pcmerintah :
a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan
ckonomi anggotanya,

b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pclaksanaan

pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkopera-
sian;

¢. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Ko-
perasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;

d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja
sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;

c. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasa-
lahan yang dihadapi olch Koperasi dengan tctap memperhati-
kan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63 i
(1)Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi Pe-
merintah dapat :
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya bolch di-
usahakan oleh Koperasi; :
b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang
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telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusa-
hakan oleh badan usaha lainnya.

(2)Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerin-
tah.

Pasal 64

Pembinaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal Gl,

Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan

dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan

berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII

 KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65
Koperasi yang telah memiliki status baan hukum pada saat Un-
dang-undang ini berlakuy, ditanyakan telah memperoleh status ba-
dan hukum berdasarkan Undang-undang ini

BADB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
(Lembaran Negara Rl Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lem-
baran Negara Rl Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak
berlaku lagi :

(2)Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967
tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Ta-
hun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun
1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
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tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan
Undang-undang inL
Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

DISALIN SESUAI ASLINYA
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